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BAB III 

PENDAPAT DAN ISTINBAT  HUKUM IBNU QODAMAH  

TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK  

TIDAK BERISTRI LEBIH DARI SATU 

 

A. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak 

Beristri lebih dari Satu 

Perjanjian perkawinan dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan 

khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan.
80

 Yang ada dalam bahasan fikih 

dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah 

“Persyaratan dalam Perkawinan” atau  الشروط فى النكّاح bahasan tentang syarat dalam 

perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua 

kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat 

untuk sahnya suatu perkawinan yang materinya telah lebih dahulu dibahas.
81

 

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan 

adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 
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melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi 

perjanjian  yang ditentukan.
82

 

Menurut pandangan Ibnu Quda>mah perjanjian dalam perkawinan itu terbagi 

menjadi tiga macam:
83

 

a. Perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faidahnya 

kembali kepada perempuan, seperti: jangan membawanya keluar dari 

rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa untuk perjalanan jauh. 

b. Hal yang membatalkan perjanjian dan mensahkan akad yaitu, seperti: calon 

suami memberikan perjanjian untuk tidak memberinya mahar, atau tidak 

menafkahinya, atau penentuan mahar dari perempuan. Adapun calon istri 

memberikan perjanjian untuk tidak menggaulinya, atau jangan berpisah  

dengannya, atau pun juga suami berjanji kepadanya dengan perjanjian yang 

lebih ringan atau lebih berat untuk tidak berkumpul dengannya kecuali satu 

malam saja pada hari Jum‟at, atau hanya berkumpul dengannya di siang 

harinya saja, atau jangan memberikan nafkah kepada suami atau 

memberikan sesuatu.
84

 

c. Hal yang dapat membatalkan pernikahan sejak awalnya yaitu, seperti: dua 

perjanjian pembatasan waktu pernikahan atau dikenal dengan nikah Mut‟ah 
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dan penjatuhan thalaq setelah akad. Begitu pula jika maharnya berupa 

menikahi perempuan lainnya yang dikenal dengan nikah Syighar.
85

 

Ibnu Quda>mah berpendapat wajibnya bagi suami untuk memenuhi  perjanjian 

untuk tidak dipoligini yang diajuakan oleh istri. Ibnu Quda>mah memandang bahwa 

perjanjian tersebut sah dan harus dipenuhi oleh suami selama pasangan tersebut tidak 

membatalkan perjanjian tersebut.
86

 Ibnu Quda>mah dalam kitabnya mengatakan 

bahwa ketika seorang istri menjanjikan agar suami tidak boleh mempoligini atau 

tidak boleh mengeluarkan atau tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya atau 

negaranya, apabila suami dijanjikan seperti itu, maka suami wajib memenuhi 

perjanjian tersebut. Jika suaminya melanggar perjanjian tersebut  maka pernikahan 

mereka di fasakhkan (dipisahkan).
87

 

Ibnu Quda>mah telah menetapkan dalil-dalil dalam permasalahan ini dari Al-

qur‟an, Hadis dan Ijma‟ Salaf serta ushul Syariat. Sebagaimana perjanjian-perjanjian 

yang dilakukan antara Nabi saw dan orang lain. Seperti akad bai‟at yang terjadi 

antara beliau dengan orang-orang anshar pada malam ‘aqabah, akad hudnah
88

 antara 
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beliau dengan orang Quraisy
89

 pada tahun hudaibiyah
90

 dan lainnya. Mereka semua 

sepakat dengan perjanjian yang ada. Kemudian mereka berakad dengan lafadz yang 

mutlaq. Demikian pula keumuman (‘a >m) nash-nash Al-qur‟an dan hadis 

memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan akad, perjanjian, dan syarat 

adalah kesatuan. Ahli bahasa dan adat sepakat dengan penemaan tersebut dan makna 

secara terminologi pun sesuai dengan tersebut.
91

Pernyataan ini dapat kita lihat dalam 

kitab Al-Mughni> Syarh} Mukhtas}h}ar Al-Khiraqi> dalam fatwa Ibnu Quda>mah tentang 

perkawinan: 

92

“Jika menikahi seorang perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah 

nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah atau pun negerinya, maka syarat 

tersebut harus dipenuhi, hal isi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. 

Beliau bersabda :  
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“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang 

dapat menglalkan kemaluan“. Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari perempuan 

bagi suaminya untuk tidak  dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka ia 

dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi.”
93

 

Ibnu Quda>mah juga memperkuat pendapatnya dengan mengutip dari 

pendapatnya Umar bin Khat}tab yang diriwayatkan oleh Astram.
94

 Astram 

meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan. 

Perempuan tersebut menjanjikan agar ia tetap berada di rumahnya. Kemudian si 

lelaki tersebut hendak mengajak pindah istrinya tersebut. Lantas orang-orang 

mempermasalahkan hal itu kepada Umar bin Khat}tab. Akhirnya Umar berkata, 

“Perempuan tersebut berhak mendapatkan apa yang ia syaratkan.” Lelaki tersebut  

berkata, “kalau begitu engkau menceraikan kami.” Kemudian Umar berkata:  

 

“Sesungguhnya pemutus bagi hak-hak adalah pada syarat-syarat”. 

 

 

B. Metode Istinba>t Hukum yang digunakan Ibnu Qodamah tentang Perjanjian 

Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu  
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Ibnu Quda>mah adalah seorang ulama yang menganut Maz{hab H{anbali. Dia 

adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan 

ajaran-ajaran Maz{hab H{anbali terutama dalam bidang Muamalah.
95

 

Istinba>t} merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau 

menetapkan suatu hukum. Istinba>t} erat kaitannya dengan ushul fikih, karena ushul 

fikih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam 

menemukan hukum dari sumbernya (Al-qur‟an dan As-Sunnah).
96

 

Secara umum Ibnu Quda>mah dalam penggalian hukum mempunyai gaya dan 

metode yang mengikuti istinba>t} hukum Maz{hab H{anbali. Menurut penyelidikan para 

sarjana ushul, fatwa-fatwa imam Ibnu Quda>mah didasarkan atas dalil-dalil yang 

meliputi: 

1. Al-qur‟an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Menurut Ibnu 

Quda>mah kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-qur‟an sangat 

mendasar karena Al-qur‟an merupakan tali (agama) Allah yang sangat kuat, 

peringatan yang bijak, dan jalan yang lurus. Dengan Al-qur‟an hawa nafsu 

tidak akan menyimpang.
97
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2. Hadis Rasulullah saw. sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-

qur‟an.
98

 

3. Ijma‟ sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Hal ini karena Ibnu 

Quda>mah merujuk kepada beberapa atsar para sahabat Nabi Muhammad 

saw, diantaranya ucapan Umar bin Khat}tab (42 SH/581 M-23 H/644 M) 

yang berkata: “Putuskanlah (perkara) itu menurut hukum yang ada dalam 

kitab Allah swt. Kalau tidak ada (dalam Al-qur‟an), putuskanlah sesuai 

dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah saw, dan kalau tidak ada 

(dalam Sunnah saw), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati 

oleh (umat) manusia”.
99

 

4. Qiyas (analogi) sebagai sumber hukum Islam yang ke empat. Ibnu Quda>mah 

menjadi dua macam, yakni Qiyas Shahih (analogi yang didasarkan pada 

persamaan illat yang jelas) dan Qiyas Ghairu Shahih (analogi yang 

didasarkan pada illat yang dibuat-buat).
100

 

Ibnu Quda>mah mentadabburi ayat-ayat Al-qur‟an dan hadis lalu 

membandingkannya dengan pemikiran yang lurus, sehingga kebenaran akan muncul 

dengan terang dan jelas.  
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Ibnu Quda>mah telah menjelaskan tentang syarat untuk tidak dipoligini yang 

diajukan istri dalam Al-qur‟an, hadis dan ijma‟. Pendapat Ibnu Quda>mah yang 

didasarkan dari Al-qur‟an Surah  Al-Maidah/5: 1. 



 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu....”
101

 

 

Juga Al-qur‟an Surah  Al-Isra>’/17: 34. 



“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya.”
102

  

 

Dasar hukum dari hadis.  

 

“Dari Nabi saw. bersabda: ”Empat hal yang apabila terkumpul dalam diri seseorang 

maka dia adalah seorang munafiq sejati. Barang siapa ysng terdapat dalam dirinya 

salah satu dari keempat hal tersebut maka berarti dia sedang berada dalam salah satu 

cabang kemunafiqan sampai dia meninggalkannya: apabila diberi amanat dia khianat, 
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apabila bicara dia berdusta, apabila ia berjanji dia mengingkari dan apabila berselisih 

dia akan bermusuhan.” (H.R. Bukh}ari)
104

 

 

Asas-asas perjanjian yang dianut Islam adalah asas kebebasab berkontrak. Dalam 

kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian 

apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas 

kesusilaan dan ketentuan umum syariat.
105

 

Kebebasan berkontrak nampak jelas dalam sabda Nabi saw, bahwa orang-orang 

Islam itu pada janjinya, kecuali perjanjian yang menghalalkan perkara yang haram 

dan mengharamkan perkara yang halal. Nabi saw, bersabda dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi dalam bab perdamaian antara manusia. 

 

“Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang 

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” Isa berkata: ini adalah 

hadits hasan dan Shahih (H.R. Tirmidzi).
107

  

 

Kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan perjanjian itu mengikat untuk 

dipenuhi dalam ketentuan halal dan haram. Lafaz  syurūth adalah bentuk jama‟ yang 

di idlāfahkan kepada kata ganti “mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa dia 

termasuk lafaz umum, sehingga hal itu berarti bahwa  kaum muslimin dapat 
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mengisikan perjanjian apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas 

ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban syara‟.
108

 Pendapat 

yang kuat menurut Ibnu Qudamah tentang penafsiran hadis di atas adalah syarat yang 

menyelisihi Al-qur‟an dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan perjanjian yang 

berkenaan dengan perkara mubah seperti tersebut dalam permasalahan tidak 

dipoligini tetap harus dipenuhi.
109

 

Ayat dan hadis tersebut jelas memerintahkan untuk memenuhi janji, aqad dan 

juga syarat serta apapun yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Termasuk dalam 

hal ini adalah perjanjian yang ditetapkan seorang istri kepada suaminya agar tidak 

mempoligininya. Hadis Nabi: 

 

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a. ia mengatakan: “Rasulullah saw. bersabda: 

”Syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah yang berhubungan dengan 

perkawinan.”(H.R. Muslim).
111
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Hadis ini tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bisa mengantarkan 

pada suatu pernikahan adalah harus ditunaikan, karena masalah nikah lebih mulia  

kedudukannya serta lebih berharga dari pada harta. Penetapan perjanjian dari istri 

agar suami tidak mempoligininya adalah termasuk ke dalam bagian ini dan suami 

wajib memenuhinya.
112

 Perjanjian ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi saw 

dan tidak terdapat larangan secara khusus untuk hal tersebut. Dalam pandangan al-

Syaukani alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan 

perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-

hatian dan pintu masuknya sangat sempit sehingga suami harus memenuhi perjanjian 

tersebut.
113

  

Ibnu Quda>mah mengambil hadis nabi saw, tentang akad perdamaian beliau 

dengan orang-orang Quraisy. 

“Dari al-Barra‟ bin „Azib, dia berkata: “Nabi saw mengadakan perdamaian dengan 

orang-orang musyrik di hari Hudaibiyah atas tiga perjanjian: “Sesungguhnya barang 

siapa yang datang kepada Nabi saw dari orang-orang musyrik, maka beliau harus 

mengembalikannya kepada mereka. Barang siapa yang datang kepada mereka dari 

kaum muslimin, maka mereka tidak perlu mengembalikannya kepada beliau. Beliau 
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hanya boleh memasuki wilayah Hudaibiyah hanya selama tiga hari saja dan hanya 

boleh membawa sarung senjata pedang, panah dan sebagainya. Ketika Abu Jahal 

datang kepada Nabi Saw, maka beliau mengembalikannya kepada mereka”. (H.R. 

Bukh{a>ri).
115

  

Melalui hadis ini Ibnu Quda>mah melihat kemutlaqkan lafaz} pada akad hudnah 

tersebut. Sehingga dengan begitu masuklah perjanjian tidak dipoligini pada perjanjian 

tersebut yang harus dipenuhi oleh suami, karena melihat kemutlakan pada lafadz 

tersebut. 

Kemudian dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab 

keutamaan Fat}himah Binti Muh}ammad saw. 

“Sesungguhnya Miswar bin Mah}ramah bercerita, bahwasanya dia pernah mendengar 

dari Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah telah 

datang meminta ijin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, 

maka saya tidak mengijinkannya, saya tidak mengijinkannya dan tidak 

mengijinkannya. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku, sehingga akan 

menyakitiku apapun yang menyakitinya, sungguh saya tidak suka sekiranya mereka 

berbuat jelek terhadapnya. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa 

Rasulullah bersabda: “saya tidak sedang mengharamkan yang halal dan tidak pula 

mengharamkan yang halal. Hanya saja, demi Allah, tidak akan pernah bersatu putri 

Rasulullah dengan putri musuh Allah.” (H. R. Tirmidzi)
117
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Jika dilihat dari latar belakang hadis ini, muncul ketika Ali> bin Abi T}halib 

meminag putri Abu Jahal kemudian Fat}himah mengetahuinya lalu datang kepada 

Nabi seraya mengatakan: “Kaum mu mengira kalau engkau tidak bisa marah demi 

membela putrimu, padahal Ali> hendak menikahi putri Abu Jahal.” Mendengar 

penuturan Fathimah ini Nabi saw segera berdiri seraya mengatakan sebagaimana 

dalam hadis di atas. Latar belakang cerita ini juga diriwayatkan oleh Miswar bin 

Mah}ramah.
118

 

Tampak dari hadis ini bahwa Nabi menetapkan perjanjian kepada Ali> agar tidak 

memadu (poligini) Fat}himah serta tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti 

hatinya. Sehingga ketika Ali> berniat untuk menyelisihi perjanjian ini maka Nabi 

segera mengingatkannya dengan hal tersebut. Beliau memaklumkan kepada manusia 

bahwa beliau tidak akan melepaskan perjanjian itu dan dengan sikapnya ini berarti 

sedang mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Akan 

tetapi ini semua adalah berkaitan dengan apa yang Ali> pilih dan wajib dia penuhi.
119

 

Masalah perjanjian tidak dipoligini yang di ajukan oleh istri dalam perjanjian 

perkawinan ini merupakan perjanjian yang mengikat kemerdekaan suami. Masalah 

ini dalam ensiklopedi Ijma‟ bila istri memberikan perjanjian kepada suami untuk 

tidak  mengeluarkan istri dari negerinya atau tidak boleh memadunya, maka suami itu 

harus memenuhi perjanjian tersebut, bila tidak mau memenuhi maka istri berhak 
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memfasakh (membatalkan) nikahnya.
120

 Pendapat ini di ambil dari pendapatnya 

Umar bin Khat}tab, Mua’wiyah, Sa’ad bin Abi > Waqas}h dan Amr bin al-‘As }h dari 

kalangan para sahabat dan tidak diketahui ada yang menentangnya pada zaman 

mereka, maka hal ini merupakan Ijma‟.
121

 

Menurut Sayyid Sabiq sebenarnya perjanjian tidak dipoligini tersebut 

mempunyai manfaat dan maksud tersendiri. Karena perjanjian tersebut tidak 

melarang tujuan dari pernikahan itu sendiri, maka perjanjian tersebut menjadi lazim 

dan harus dipenuhi sebagaimana istri yang mengajukan perjanjian pada suami agar 

menambahkan mahar untuk istri.
122

 

Ibnu Quda>mah mengatakan, perjanjian yang diajukan istri ini termasuk akad, dan 

yang dikehendaki tujuan akad adalah ketika perjanjian itu merupakan maslahah bagi 

perempuan. Maka suami tidak boleh mundur dan dilarang mengkhianatinya. Karena 

perjanjian yang termasuk maslahah bagi orang yang melakukan akad, juga termasuk 

maslahah untuk akad nikahnya.
123

Dalam permasalahan ini Ibnu Quda>mah 

mencontohkan seperti batas waktu pinjam meminjam barang yang harus 
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dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Ibnu Quda>mah menilai 

apabila perjanjian tersebut bermanfaat maka harus dipenuhi suami.
124

 

Masalah ini diperkuat lagi dengan pendapatnya Ibnu Taimi>yah. Beliau 

mengemukakan pendapatnya bahwa pendapat yang mewajibkan memenuhi perjanjian 

ini lebih unggul, dengan alasan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Hal ini 

ditegaskan lagi dengan adanya komentar Ibnu Taimi>yah terhadap pendapat yang 

menggugurkan perjanjian tersebut.
125

Diantaranya, pendapat Umar bin Khat}tab 

merupakan Ijma‟, karena tidak diketahui adanya perbedaan pada masa Umar. Qaul 

Sahabat ini merupakan dasar atau dalil disyari‟atkan perjanjian yang diajuakn istri 

tersebut. Pemahaman Ibnu Taimi>yah seperti ini merupakan pemahaman dari hadis 

yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang tidak terdapat dalam kitab Allah 

adalah bathil.
126

 Menurut Ibnu Taimi>yah perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian 

yang tidak terdapat dalam hukum Allah dan syari‟at Allah, pada hal perjanjian seperti 

ini (perjanjian dalam perkawinan) adalah disyari‟atkan, yakni dari Ijma‟ Sahabat.
127

  

Ibnu Rusyd mengatakan, yang menjadi penyebab terjadinya pengkhilafan di 

antara para ulama adalah pertentangan antara hadis yang umum kepada yang 
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khusus.
128

 Kaidah umum yang berlaku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah 

r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:  

 

“Setiap perjanjian yang tidak tercantum di dalam Al-qur‟an adalah tidak sah, 

meskipun jumlah perjanjian tersebut mencapai seratus.” 

 

Sementara kaidah khusus yang berlaku adalah hadis yang diriwayatkan oleh 

Uqbah bin Amir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

 

“perjanjian yang paling berhak untuk dipenuhi adalah perjanjian yang bisa 

menghalalkan kemaluan (persetubuhan).” 

 

Kedua hadis ini shahih, yang diriwayatkan oleh Bukh}ari dan Muslim. Menurut 

Ibnu Rusyd yang sudah masyhur dalam kalangan ulama ushul fikih, ialah 

mengedepankan kaidah yang khusus atas kaidah yang umum, yaitu kewajiban 

melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan. 
129

Perbedaan pendapat ini hanya atas 

orang yang tidak mengakui kebenaran dalil tersebut. Sudah jelas kiranya, bahwa 

perjanjian untuk tidak berpoligini dalam akad nikah harus dipenuhi oleh suami 

apabila pihak istri menjanjikannya.
130
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